
PEi4ERII{TAH KABUPATEN KATIilGAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI KATIT{GAII

NOIIOR I {' ( T:t-tr'L''N &rto

TENTANG

PETUNIUK / PEDOMATTI PEI.AKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH,
RETRIBUSI DAER'IH DAN 1"AIN - I.AIN PEIIUDAPATAN

PADA IBADAN / DINAS / IINSTAT{SI / UNIT KERIA / KANTOR. CAMAT
DALA]I{ DAEIFIAH KABUPATEN I(ATIT{IGAN

BII'PATI I(ATINGAN

: a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan sefta tertibnya
pelaksanaan A<Iministrasi Pendapatan Daerah, dipandanrg perlu dibuat
Petunjuk / Pedornan Pelakanaan Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan lain-lain Pendapatan pada Baclan Dinas / Instansi / Unit Kerja
/ Kantor Camat dalam Daerah Kabupaten l(atingan.

b. bahwa untuk ffitlrn€DUhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Katingan.

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tenrtang Pembentr.rkan Kabupatep
Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kaburpaten pulang pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Tmur di Provinsi Kallmantan Tengah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambafian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomror 41g0 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 rtentang pemerintahan Daerah( Lembaran Nr:gara Republik Iritconesia Tahun zoC4 Norhor Lz5,
Tambahan Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor q3l )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor g rahun 200si
tentang Penetapan Peraturan pemerint irh pengganti undang-undangl
Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32t
Tahun 2004 terntang Pemerintahan Daerah menjadi undang-Undangl( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l0g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200gr
tentang Perubahan Kedua atas undang-urrdang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indolesia
Tahun 2008 Nonnor 8, Tambahan Lembaran NeEara Republik Indonesia
Nomor aSaa );

3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;rn Daerah ( Lembaran Negara
Republik Irrdonesia Tahun 2004 Nomor LZli, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Rrlpublik Indonesia Tahun 20019

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentanE PaJak Daerah
( Lembaran l,legara Republik Indonesi;ia Tahun 2001 Nomor 118i,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );

6. Peraturan Pemrlrintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang R.etribusi Daerah
( Lembaran f\,legara Republik Indones;ia Tahun 2001 Nomor 119r,

Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4L37 );

7. Peraturan Pemr:rintah Nomor 24 Tahun 21i005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O+

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara R:epublik Indonesia Tahun 20015

Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara f\omor a578 ) ;

9. Peraturan Pemetrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan ilntara Pemerintah, Pemerrintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan lDaerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Nlegara Republil<
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republil<
Indonesia Nomor 4737 );

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20018 tentang Pernbagian Urusan
Pemerintahan yiing menjadi KewenanEan lPemerintah Kabupaten KaUngan
( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tilhun 2008 Nomor 3 ) ;

11. Peraturan Daercrh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Katingan ( Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2008 Nomor 5 );

12. Peraturan Daererih Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Barlan Perencanaan Pembanrgunan Daeralr dan Lembaget
Teknis Daerah Kabupaten Katingan ( ll-embaran Daerah Kabupatert
Katingan Tahun 2008 Nomor 6 );

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Rumah Sakit Unrum Daerah Kasongan Krbupaten Katingan ( Lembarart
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 7 );

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tetttang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan ( Lembaran Daerah
Kabupaten Katirrgan Tahun 2008 Nomor 8 );

15. Keputusan Mentieri Dalam Negeri Nomor'{3 Tahun 1999 tentang Sistem
dan Prosedur Aclministrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Penrlapatan lain* lain.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ElirUpO, TENTANG I|IETUNJUK / PEDOMAII
PELAKSANAAN PIEMUNGUTAN PA'AK D/II.ERAH, RETRJTBUSI DAERAIFI
DAN lATN-LAIil I'ENDAPATAN PADA BADAN / DINAS / INSTANSI /UNIT KERIA / KANTOR CAMAT DAI.AM DAERAH KABUPATETT
KATINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Badan / Dinas / Instansi / Unit l(erja / Kantor Camat Kabrupaten Katingan yang mengetola
sumber-sumber pendapatan claerah, baik keseluruhan maupun JeUagian Oi bawah
koordinasi Dinas Pendapatan, Perngelolaan Keuangan dan l\sset Kabupaten Katingan.

(2) Pemegang Kas Daerah adalalr PT. Bank Pembanqunan Katimantan Tengah Cabang
Kasongan,

(3) Bendahara Penerima adalah bendahara yang berada pada Badan / Dinas yang
diusulkan oleh Kepala Badan / Dinas yang bersangkutan melalui Dinas
Pendapatan, Pengelolaan l(euangan dan Asset Kabupaten Katingan untul<
ditetapkarn dengan Keputusarr Bupati tGtingan.

(4) Bendahara Penerima Pembantu adalah bendahara yang berada pada lGntor
Pelayanan Terpadu / lGntor Camat yang diusulkan oleh Kepala Kantor / Camat
yang bennngkutan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asse'E
Kabupaten Katingan untuk dil.etapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.

(5) Pemungu[an adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
/ subiek Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan penerimaarr
besarnya Pajak Daerah, Rrrtribusi Daerah dan lain{ain Pendapatan sampai
kegiatan penagihan serta pengawasan penyetorannya.

(6) Surat Ketetapan Pajak Daeralt, yang disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan pajak
yang menlentukan besarnya jumlah pokok pajak.

(7) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SI,RD adalah Surat Ketetaparr
Retribusi 'yang memerlukan br::sarnya pokok retribusi.

(8) Benda Berharga adalah Dokuirnen lain yang dipersamarkan dengan Surat Ketetapal
Pajak Daerah ( SKPD ), surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ), yang
dipefforasi dan dipergunakan sebagai alat pembayarcn Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan lain{ain.

(9) Tanda BurKi Pembayaran ( IBP ) adalah tanda terima yang dipergunakan oletr
Bendahar,a Penerima / Bendarhara Penerima Pembarrtu untuk menerima setoran
Pajak Daerah, Retribusi Dari:rrah dan lain-lain Penclapatan dari Wajib Pajak /
Retribusi.

(10) Surat Tanrda Setoran ( STS ) adalah surat tanda setoran yang dipergunakan oleh
bendaharil penerima / Bendahara Penerima Pembantu untuk menyetor uang hasifi
penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lrrin Pendapatan.



BAB II

PENDATTARAN DAN PETTIDATMIV

Pasal 2

(1) Pendaftaran Wajib Paja( Wajib Retribusi ( WP / WR ) Da,erah dan pendataan objek Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Badan / Dinas / Instansi / |..[nit Kerlal tGntcr
Camat pemungut.

(2) Pendaftaran dilakukan kepada WP / WR Daerah yang belum terdaftar dengan cara
memberikan formulir pendaftararn.

(3) Formulir p,endaftaran yang zudah diisi dan benar oleh WP'/ WR diserahkan kepada Dinas
Pendapatarn, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan untuk diberi Nomor
Pokok WrjiiU Pajak Daerah, Retriihusi Daerah ( NPWPD/R ).

(4) Pendataan objek Pajak Daerah, lletribusi Daerah dan lain-lain pendapatan dilakukan setiap
tahun kepada WP / WR yang sudah terdaftar dergan cara memberikan Surat
Pemberitaliruan ( SPT ) objek Pajak Daerah / Retribusi Dae,rch,

(5) Formulir pendaftaran Wajib Pagak / Wajib R.etribusi Da,errah ( Wp / WR ) dari Surat
Pemberihhuan ( SPT ) mengenari Objek Pajak Daerah / Retribusi dan lain-lain Pendapatan
disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan clan Asset Kabupaten Katingan.

BAB III
PETTIETAPAI{

Pasal 3

(1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerarh yang terhutang dalam jerngka waktu satu tahun takwin,
jumlahnya rlitetapkan dengan mernerbitkan SKPD, SKRD oleh Badan / Dinas / Instansi/ Unit
Kerja / lGnllor Camat pemungut.

(2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerarh yang terhutang yang teriadi dalam jangka waicu kurang
dari satu tdhun takwin atau terjadinya Hutang Pajak / Retrlbusi Daerah disebabkan karena
WP / WR mengambil / mengolah / memanfaatkan dansesuatu yang merupakan objek Pajak
/ Retri[usi Daerah jumlahnya dihitung oleh Badan / Dinas / Instansi / Unit Keqa lKantor
Camat pemungut.

(3) Lain - lain Pendapatan jumlahnlla dihitung oleh Badan / Dinas / Instansi / Unit Kerja ,/
Kantor Camat pemungut.

BAB IV

PENGAD'IAN SARANA PEMUNGU"T

Pasal 4

(1) Sarana Penrungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan diadakan
oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kerbupaten Katingan.

l
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(2) Sarana Pernungutan Pajak Daerarh, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan berupa :

a. Surat ltletetapan Pajak Daerah ( SKPD )
b. Surat K.etetapan Retribusi Daerah ( SKRD )
c. Surat landa Setoran ( SfS )
d. Tanda BuKi PembaYaran
e. Benda Berharga

(3) Badan / Dinas / Instansi / Unit Kerja 1 Kantor Camat pemungut dapat meminta sarana

pungutan 6engan mengajukan surat permintaan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan rlan Asset Kabupaten lKatingan.

(4) Sarana pemungutan dinyatakan sah apabila sudah diberri perforasi ( tanda berlobang

membentik huruf tertentu ) oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Katingan.

BAB V

PE]'{IERIMAAN SETORAN

Pasal 5

(1) Penerimaarr Setoran melalui Benclahara Penerimaan

a. pihak ketiga / bendahara penerima mengisi Surat Tantia Setoran ( 5lS ) berdasarkan

surat k=tJtapan pajak daeratr ( SKP-Daerah ), surat n<etetapan retribusi ( SKR ) dan

tanda bukti lainnya yang sah :rcsuai ketentuan yang berlliaku.

b. Bendahara Penerimaan menerima uang dan mencocokan antara STS dengan

SKP/SKiRffanda Bukti Penerirnaan lainya yang sah.

c. Dokumen - dokumen yang digunakan oleh bendahara p,enerima :

1. Buku Kas Umum Penerim;aan ;
2. Rekapitulasi penerimaan laarian ;
3, Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKP- Daerah );
4. Surat Ketetapan Retribusi ( SKR );
5. Surat Tanda Setoran ( SfS );
6. Bukti Penerimaan lainnya'yang sah.

d. Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan di Buku K:rs Umum Penerimaan.

e. Bendahiara Penerimaan mencatat di Rekapitulasi Penerinlaan Harian.

t. Setoran yang diterima harus; disetorkan kembali melailui rekening kas umum daeralt

pada bank pemerintah yang ctitunjuk oleh pemerintah daerah.

g. Bendahara Penerimaan harus menyetorkan seluruh pernerimaan kas ke rekening kas

umum daerah, maksimal 1 ( r;atu ) hari kerja setelah penerimaan uang kas.

h. BuKi penerimaan dan bukti setoran harus dipertanggungjawabkan kepada PPKD selaku

BUD.

i. Bendah,ara Penerimaan juga dilarahg melakukan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan darr penjualan jasa atau

bertind:k sebagi peniamin atas kegiatan / pekerjaan / prenjualan tersebut.



j. Bendahara Penerimaan juga tidak diperbolehkan membuka rekening atas nama pribadi
pada bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.

k Bendatrara Penerimaan tidak. diperbolehkan menyimparl uang, cek atau surat berharga
lebih dari 1 ( satu ) hari kerja.

(2) Penerimaan Setoran melalui Bendahara Penerimaan Pembantu

a. Penerirnaan pembantu dapart dibentuk oleh Kepala SKPD dengan keputusan Kepala
SKPD sesuaidengan kebutul'uan atau bilamana disebabkan oleh :

1) Perrdapatan daerah yang tersebar;
2) Junrlah pungutan setoran dinilaiterlalu kecil;
3) Korrdisi geografis wajib pajak dan atau wajib retribusi yang tidak memungkinkan.

b. Penyelengaraan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerinraan wajib dilakukan oleh Bendahara Pembantu Fenerimaan.

c. Pihak lretiga / bendahara penerimaan pembantu mengisi Surat Tanda Setoran (SfS)
berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKP-Daerah ), Surat Ketetapan Retribus;i

{SKR) clan tanda bukti lainnyl yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Bendahara Penerimaan Pennbantu menerima uang dan mencocokkan antara STIS
dengan SKP / SKR / tanda burKi penerimaan lainnya yarrg sah.

e. Dokumrsn-dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu :

1) Bukru Kas Umum;
2) Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu;
3) Bukru Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu;
4) Surat Ketetapan Pajak Darsrch (SKP-Daerah);
5) Surart Ketetapan Retribusi (SKR);
6) Surat Tanda Setoran (SIS;);
7) Buklli penerimaan lainnya yang sah.

t. Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan di Buku"Kas Umunt
Penerinnan Pembantu.

g. Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyetorkan seluruh penerimaan kas kl
rekening kas umum daerah, maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas.

h. Bukti pr:nerimaan dan bukti s;etoran harus dipertanggurrrgjawabkan kepada Bendahara
Penerinraan.

(3) Penerimaan Setoran melalui Badan, Lembaga Keuangan atau kantor Pos

a. Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Posyang melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Eendahara Penerimaanr ditunjuk oleh Bupati.

b. Pihak Ketiga mengisi Surat -landa Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKP-Daerah), Surat l{.etetapan Retribusi (SKR) dan bukti lainya yang sah sesuai
ketentuan yang berlaku.

c. Badan / Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang ditunjuk menerima uang dan
mencocokkan antara S:fS / Silip Setoran dengan SKP / SKR / tanda bukti pnerimaan
Iainnya yang sah.



d. Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Badan, Lembarrga Keuangan atau Kantor pos:
1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKp-Daerah);
2) Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
3) Surat Tanda Setoran (ST,;) / Slip Setoran;
4) Bulti penerimaan lainnya yang sah.

Selurulr uang kas yang ditr:rima harus disetorkan kte rekening kas urnum daerah
maksinral 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang clari pihak l6tiga.

Bilamana terdapat kendala rialam hal komunikasi dan transportasi, maka ketentuan
batas vrraktu penyetoran ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. 

'

BAB Vt

PERrAilGGUNGJ/IWABAN PENERI]{AAN ISETORAN

Pasal 6

(1) Bendahara Penerimaan.

a' Bendah6ra Penerimaan SKPD harus membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tdnggur;f ;JwaUnya aengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerirnaan [epaal pn / fpe rnelilui
PPK-SKPD pating lambat tanglEar 10 (sepuluh) bulan berikunya.'

b. Bendahara Penerirnaan SKPD wajib membuat pertanggungjawaban secara fungsional
atas petngelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya din menyampaikan liporan
pertanggungjawaban penerirnaan kepada PPKD selaku BUD paling lannbat tanggal 1r0
(sepuluh) bulan berikutnya.

c. Laporan peftanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatas dilampirkan dr:ngan :

a. Bukr.r Kas Umum,
b, Buku Pembantu per Rincian Objek penerimaan,
c. Buku Rekapitulasipenerimaan Harian, dan
d. Buklli penerimaan lainnya yang sah.

d. PPKD srelaku BUD akan melaklukan :

a. Verifikasi,
b. Evah.rasi, dan
c. Analisis.

e. Berdasarrkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis, makl PPKD akan menertjbkan surat
pengeslhan terhadap Laporarr Pertanggungjawaban Pengetolaan penerimaan.

f. Setoran dianggap sah, bilamana kuasa tsUD sudah menerima bukti nota kedit.

g. Bendahiara Penerimaan akan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban yang dilierima dari Bendahara Penerima Pembantu.

(2) Bendahara Penerimaan Pembantu,.

a. Bendahara Penerima Pembantu harus membuat Laporan Pertanggungjawaban atas
pengelolaan penerima uang.



b' Bukti Penerimaan dan bukl:i penyetoran juga harus dipertanggungjawaban kepada
Bendahara Penerimaan.

c' laporan Pertanggungjawaban atas pengelolaan penerirnaan uang disampaikan kepada
Bendahara Penerimaan.

d. Bendahara Penerimaan Pembantu. harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada Bendahara Penerima;rn paling lambat tanggal S (limi) butan berikutnya.

(3) Badan Lembaga Keuangan atau I,hntor pos

Badan. Keuangan atau Kantclr Pos harus membuat laproran pertanggungjawaban ataspengelolaan penerimaan uan(il.

lano3l pertanggungjawaban atas pengelotaan penerirnaan uang disampaikan kepada
Kepala Daerah melalui BUD.

c. Setoran dianggap sah, bilamtrna kuasa BUD sudah menerima bukti notar kredit.

I
I

I
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BAB VII

PENAGIHAN

Pasal 7

(1) Apabila Wa-iib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain F,endapatan tidak metaksanakarr
kewajibanyil maka Badan / Dinas / Instansi / Unit Ker;ia / kantor Camat pemungut
menerbitkarr :

a. surat Tr:guran I dqlam jangka 7 ( tyjuh ) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang
tertera ;rada surat Ketetapan Fajak / surat Ketetapan Retribusi.

b' Surat Ti{uran II dalam jangka 7 ( tujuh ) hari setelah tarnggaljatuh tenrpo yang terterapada Surat Ketetapan pajak / Surat Ketetapan Retribusi.

(2) Penerbitan Surat Teguran I dan liurat Teguran II dibuat rangkap 3 ( tiga ) dengan rincian
penggunaan sebagai berikut :

a. Lembar ke 1 diserahkan keparJa wajib pajak / wajib retrihusi
b. Lembar ke 2 diserahkan keparJa Dinas eendapatan, Pengelotaan Keuangan dan Assetc. Lembar ke 3 untuk arsip

(3) Apabila Wajib Pajak / Retribusi Daerah belum menyetor setelah menerima Surat TeguranII, maka Eiadan / Dinas / Instansi / Unit Keia / Kantor Camat menerbitkan Surat
Peringatan.

BAB IIIII

PE}IBAYARAN CICILAN / ANGSURAN

Pasal 8

(1) Dalam hal \l/ajib Pajak Daerah darn Retribusi Daerah tidak sanggup membayar pajak Daerahr
dan Retribur;i Daerah terhutang y,ang dicantumkan dalam SurS[ fetetapin'p"iuf atau surat
Ketetapan Fi.eribusi secara sekaligus.!u_1as,, dapat mengajukan p.rrrtionan fupadi aupair
m€lalui Badan / Dinas / Instansi / Unit Keqa /Kantor cimat pemungut.
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(2) Apabila permohonan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksurd
pada ayat I dapat diterima, maka Badan / Dinas / Instansi / Unit fer:a I Kantor Camartpemungut menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran sebany,irk-sebanyaknya 4 (empat) ha6angsuran untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan terhituhE mutai tirggit su.it p!,:in:iin
Angsuran.

(3) Tembusan Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Dinas pendarpatan, pengelotaan Keuangan dan Asset.

(4) Permohonan pembayaran angsurcn sebagaimana dimaksurl pada ayat (1) diajukan se6prtertulis oleh wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah yang bersanititan setambat -
lambatnya sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum paoa srpT srn.

(5) Terhadap erngsuran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dilunasi pada tanggaljatuh bmpo yang telah ditentukan dalam Suryt Perjanjian,An-gsuran dinyatakan grgurAn
berlaku ketentuan penagihart dengan Surat Paksa La6i wajib pajak / retribusi yang telah
diterbitkan :SPK / SKR.

BAB IX

PENYI:IESAHN KEBERATAN

Pasal 9

(1) Wajib Pajak / Retribusi yang kieberatan atas pajak daeruh / retribusi daerah terhutangyang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Retribusi dapaii
mergaiukan permohonan keberctan kepada Bupati melalui Badan'/ Dlnas / Instanii ,rUnit Kerja / Kantor Camat pemungut.

(2) Permohonran keberatan sebagaimana dimaksud pada aliat (1) harus diajukan secara
teftulis ol'eh wajib pajak / waiiib retribusi selambat - larnbatnya seUetum Satuh tempg
pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak / Surat Ketetapan Retribusi.

(3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ke,beratan diterirna sebagaimanar
dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bupati melalur' Badan / Dinas / Instansi / Unif fer;a IKantor camat harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(4) Kewajibanr untuk. membayar pujak daerah dan retribusi daerah tidak tertunda denga,
diajukan s;urat keberatan.

EAB X

PEMBEBTTSAN / pENGURANGAN

Pasal 10

Dalam hal ketidlakmampuan wajib pajak untuk membayar Pajafl< Daerzh dan Retribusi Daerahyang tercantumr dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi, wajib pajak /yvajib retribusi dapat mengajukan p,rarmohonan pembebasan / pengurangin's"*r" tertulis
kepada Bupati nnelalui Badan / Dinas / Instansi/ Unit KerJa lfaritor Cimat ptmungut.
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BAB XI

PEMANTAUAAI DAN EVALUASI PENERNMAAN

Pasal 11

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset menyelenggarakan monitorinrg
terhadap l]adan / Dinas / Instansi / Unit Keia / Kantor Camat pemungut Pajak Daerah,
Retribsui Dlaerah dan lain-lain Perndapatan yang diadakan 3 (tiga) bulan setr<ali.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan l(euangan dan Asset Kabupraten Katingan bersama Badan /
Dinas / Irnstansi / Unit Kerla / Kantor Camat pemunrgut dapat melakukan evaluasi
penerimaan Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan hasil evaluasi tersebut digunakan untuk
bahan perumusan kebijakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitirs
pemungutan Pajak Daerah, Retriibusi Daerah dan lain-lain P,endapatan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan lBupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daeralr Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal, {- tuwt a<ru>

BUPAnTnrrNGAN,

[*
D['WE:L RAWING

Diundangkan di krsongan
pada tanggal, gr-. $u-ru ?-$ t 0

SEKRET,ARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

,J
6

C}IRISTANTI'VO TATEL LADJ U

BERTTA DAERA}I KABUPATEN KATIIITIGAN TAHUN 2O1O NOiIIOR....{,$...,

2.


